
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2017 NOMOR 34 
 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR  34 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2016-2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAY KANAN, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-
2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang ….. 
 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

13. Peraturan ….. 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor  1842); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 159); 

MEMUTUSKAN….. 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-
2021. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way 

Kanan. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way 
Kanan. 

5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 
ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai 
penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja 
perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 
ditetapkan. 

6. Indikator  Kinerja  Utama  adalah  ukuran  
keberhasilan dari  pencapaian  suatu  tujuan  dan  
sasaran  strategis  instansi pemerintah. 

 
Pasal 2 

(1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang 
berisi indikator kinerja untuk kurun waktu 2016-
2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. 
 

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 
 

Pasal 3..... 
 
 
 



Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai 
dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, 
rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, 
perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan 
evaluasi pencapaian kinerja. 

 
Pasal 4 

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap 
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan 
disampaikan kepada Bupati Way Kanan. 

 
Pasal 5 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah Kabupaten 
Way Kanan diberikan tugas untuk: 
a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit 

kerja dalam rangka meyakinkan keandalan 
informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan 

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati 
Way Kanan. 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

 
Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal     9   Januari   2017 

 
BUPATI WAY KANAN, 

 
 

Dto, 
 

RADEN ADIPATI SURYA 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal         9   Januari   2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 
 

Dto, 
 
 
   BUSTAM HADORI 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 34 

Disalin sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19750926 200212 1 003 



 
 

 
 
 
 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR 34 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2016-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIKELUARKAN OLEH 
 BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  

TAHUN 2017 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2017 NOMOR 34 


